
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalarn 
Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 
Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian 
Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah 
Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian 
Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, 
Kepala Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Kudus diberi delegasi wewenang untuk 
menandatangani petikan keputusan dan naskah dinas 
dalam bidang kepegawaian ; 

b. bahwa saat ini jabatan Kepala Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus tidak dijabat 
oleh pejabat definitif dan dijabat oleh Pelaksana Togas 
(Plt.) berdasarkan Surat Penugasan/Perintah Pelaksana 
Togas Penjabat Bupati Kudus tanggal 30 Agustus 2018 
Nomor 821.2/2125/26.00/2018; 

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian 
Negara tanggal 5 Februari 2016 Nomor K.26-30/V.20- 
3/99 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan 
Pelaksana Togas dalam Aspek Kepegawaian, Pelaksana 
Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengam bil 
keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian 
yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian pegawai; 

d. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna 
kelancaran penandatanganan petikan keputusan dan 
naskah dinas dalam bidang kepegawaian, perlu 
menetapkan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam 
Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; 
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· b znn scbagaiman::1 
bahwa bcrdnsnrkm1 . pcrum angr r. . f d Jcrlu 
dimaksud huruf a, hurul b, huruf c, dan huru . r- . 
mcneL'.lpkan Pcrc.1LUran Bupati : 

l 1950 tcntang 
Unc!Ang-Undang Nomor 13 Ta -iun . dalam 
Pcrnbcntukan Daerah-Dc1erah Kc1bupatcn 
Lingkungan Propinsi .Jawa Tcngah; 
Undang-Undnng Nornor 5 Tahun 2014 tcntang ~paratur 
s: ·1 N gara (Lcn1baran Negara Rcpublik Indonesia Tah~n 
... rpr b N Rcpubllk 2014 Nomor 6, Tambahan Lem aran cgara 
Indonesia Nomor 5494) ; 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent~g 
Pemcrintuhan Oacrah [Lcmbaran Negara Rcpubhk 
Indonesia Tahun 20 J 4 Nomor 244, Tambahan Lcm_baran 
Negara Republik lndon .sia Nornor 587), cbaga1mana 
tel h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent~g 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenta~g 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) ; 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Satuan Palisi Pamong Praja dan Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentanz 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bada~ 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Satuan Palisi Pamong Praja dan Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
179); 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) ; 
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Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Februari 
2016 Nornor K.26-30/V.20-3/99 perihal Kewenangari Pelaksana 
Harian dan Pelaksana Togas Dalam Aspek Kepegawaian ; 

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kudus (Serita Dacrah Kabupaten Kud.us Tahun 2014 
Nomor 30); 

10. Peraruran Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan 
dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan 
Pernberian Mandat di Lingkungan Pernerintah Kabupaten 
Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 
Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan 
Keputusan dan Naskah Dinas dalarn Bidang 
Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2017 Nomor 34) ; 

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten 
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 
Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat 
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2018 Nomor 9); 

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19) ; 

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentanz t:, 
Kedudukan, Susurian Organisasi, Togas dart Fungsl serta 
Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31); 

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli 
Bupati Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2016 Nomor 32) ; 
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SERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 9. 

SAM'ANI INTAKORlS 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

/~~~«L 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 14 i1I a re t 2019 

MUHAMMAD TAMZIL 

BUPATI KUDUS, 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 13 h.,.ret 2019 

·-,·· -- 
I I ·~rcJf ·- 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

C--"::'-:'"'.""""".:-:--------~i.tn, Serita Daerah Kabupaten Kudus . . ~ : 

Pasal II 

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang 
Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan 
Pemerintab Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan 
dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian 
Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 34) diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal I 

PERATURAN BUPATf TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2016 
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS 
DALAM BIDANG KEPEGAWAlAN, DAN PEMBERIAN MANDAT 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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